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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan Polisi
1. Pengertian Peranan
Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya
dilingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang
diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai
Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan
iniakan dibatasi pada peranan kepolisian dan dinas pendidikan. Sebelum membahas
lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri.
Teori Peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai
teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam
teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam
posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu,
peranan atau role® juga memiliki beberapa bagian, yaitu:
1. Peranan nyata (anacted role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan
seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (prescribed role) adalah cara yang diharapkan
masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (role conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang
menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan

yang saling bertentangan satu sama lain.

® Bruce J Cohen, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,hal:25
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4. Kesenjangan Peranan (role distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara
emosional.

5. Kegagalan Peran (role failure) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan
peranan tertentu.

6. Model peranan (role model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh,
tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan (role set) adalah hubungan seseorang dengan
individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

8. Ketegangan peranan (role strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang
mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang
dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama
lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitiaan ini adalah perilaku seseorang sesuai
dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh
Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila
seseorangmelaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan*°

Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah
laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto
bahwa :

a. Peranan meliputi norma — norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat,

'° Soejono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers
2009, hal:268
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b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai organisasi,

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai
struktur sosial masyarakat

Berdasarkan pengertiaan diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu prilaku
atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan
posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa
“Peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang
menduduki status tertentu”.

Wirutomo dalam David Berry™* bahwa “peranan yang berhubungan dengan
pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang
berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai
seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati
kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat,
maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di
dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari
masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang
peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap
masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian
dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola

peranan yang saling berhubungan.

! David Berry, Pokok — pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013, hal:
99-101
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Pendapat lain Alvin L.Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko
bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang
memangku status atau kedudukan tertentu”.*? Berdasarkan Pendapat para ahli diatas
dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau
mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

2. Pengertian Kepolisian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita™ dikemukakan bahwa
istilah polisi mengandung arti :

a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum
b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas
dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi
mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban,

3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat itu,

4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal

kepolisian.

2 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,
Jakarta, CV.Rajawali, 2012, hal: 202

B W.J.S. Poerwodarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka,
2012 hal: 234
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Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum
yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan  ketertiban  masyarakat, tertib dan tegaknya  hukum,
terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.”

3. Tugas dan Wewenang kepolisian
Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
Pasal 13, yaitu :
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2) Menegakkan Hukum, dan
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah *“ menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat “.

Dan menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi
memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu
berkewajiban melindungi negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan

ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah
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dilakukannya  perbuatan-perbuatan yang dapat  dihukum dan
perbuatanperbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan
membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berartibahwa Polisi itu berkewajiban
menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan
menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka didalam organisasi
kepolisian, terbagi dua macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Yaitu :

1. Polisi administratif

Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya). Tugas polisi ini

pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada

masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun
daerah dan menjaga ketertiban. Karena tugasnya yang bersifat preventif dan
melayani, Polisi ini selalu berseragam.

2. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan

bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Dan mengingat tugasnya bersifat

represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-
teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut Reserse (Bareskrim, Reserse

Kriminil, Restik, Reserse Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan

Undang-undang, seperti KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya

karena tugas Polisi ini banyak menyinggung hak-hak asasi dan bersifat represif.
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Secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal (2)
mencantumkan tugas kepolisian yaitu :

Pasal 2
Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) maka kepolisian Negara
mempunyai tugas :
a. Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat,
c. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi
perlindungan dan pertolongan, dan
d. Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan Negara,;
Dari rumusan tugas tersebut maka lingkup tugas Kepolisian Negara sebagai alat
Negara penegak hukum adalah :
1). Preventif Kepolisian
2). Bimmas Kepolisian
3). Represif Kepolisian
4. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang untuk :

a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
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b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;

c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h) mengadakan penghentian penyidikan;

1) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana;

k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum; dan

I) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf | adalah tindakan
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai
berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
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b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi),

dapat dilakukan dalam keadaan :

a. Keadaan yang sangat perlu

b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan

c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.
B. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak saat ini semakin menarik karena di balik itu semua

terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan
anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki.Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi
baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia
bagi pembangunan nasional.Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara
dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian
anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula
sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan
bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-
kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak,

masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak
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sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa
mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati
makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai
aspek kehidupan, yaitu ;

1. Pengertian Anak Dari Aspek Agama.
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah
agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui
proses penciptaan.Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam
pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti
diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh
menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa
mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada
kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan
dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian
ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini,
dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua,
masyarakat , bangsa dan negara.

2. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi.
Dalam pengertian ekonomi, anak—anak Indonesia yang cerdas dan berwawasan
luas dapat bermain dalam perkembangan ekonomi global. Anak dikelompokkan
pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada

kelompok anak.Hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial
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sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan
nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses
untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan
nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah
pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas
kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam
lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan
perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari
ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang
senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam
hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial
yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.Makna anak
dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.
Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang
anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya
terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses
pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum
dewasa.

. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara

tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.
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Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari
pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek
hukum.

a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34
yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai
kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat. Anak merupakan manusia yang berusia di bawah 18
tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia
dewasa dicapai lebih awal.

b. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
Berdasrkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana
Anak di jelaskan :
Pasal 1 ayat (2) :
Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana.
Pasal 1 ayat (3) :
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (4) :
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Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak
Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 ayat (5):

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman
terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki
subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek
hukum vyang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana
layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek
hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi
anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung
jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan
yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan
perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak
dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa
sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-
hak khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi defenisi

tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang
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menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan
berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Undang-Undang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara
langsung ukuran kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal
tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang
memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21
tahun mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa
anak adalah orang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

d. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.
Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek
keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak
mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai
subjek hukum. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang
yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau
layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan
perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat
luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah
pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang
dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

2. Perlindungan Anak
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Kata Perlindungan bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila
disatukan dengan kata anak yaitu menjadi perlindungan anak. Kata perlindungan
sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan
terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman atau dari hal yang dapat membuat
kerusakan.

Pengertian perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai
ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak
yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Tentu masing-masing
mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama
lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga
mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada :

a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban
kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,

e. Anak yang diperdagangkan;

f.  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

zat adiktif lainnya;
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j.

Anak korban penculika, penjualan, dan perdagangan;
Anak korban kekerasan fisik maupun mental;
Anak yang menyandang cacat;

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. Hak dan Kewajiban Anak

kewajiban anak :

Setiap anak berhak :

a.

b.

j.

Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;

Diberikan nama;

Beribadah menurut agama,berekspresi;

Mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya;

. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Pendidikan dan pengajaran;

Menyatakan dan didengar pendapatnya;

Memperoleh perlindungan dari perlakuan :
1.

2.

6.
7.

Memperoleh perlindungan dari :

. Beristrahat dan memanfaatkan waktu luang;

Diskriminasi;

Eksploitasi;

Penelantaran;

Kekejaman;

Kekerasan fisik dan psikis;
Penganiayaan;

Ketidakadilan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, tentang hak dan
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1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata;

2. Kerusuhan sosial;

3. Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan.
k. Hak kebebasan sesuai hukum;
I. Penangkapan, penahanan, penjara anak dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai

upaya terakhir.
Kewajiban Anak :
a. Menghormati orang tua dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
¢. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
C. Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Lamintang®®  istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah

dihukum berasal dari perkataan wordt gestraft.Ketentuan kepustakaan tentang hukum
pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana,
perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa

yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

' p.A.F.Lamintang.. Dasar-dasar HukumPidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti 2007,
hal:73
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diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat
memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Simons™ strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas
tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro®® bahwa tindak pidana merupakan istilah resmi
dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muladi bahwa istilah hukuman bukan
hanya dipakai dalam istilah hukum tetapi dalam istilah sehari-hari seperti pendidikan,
moral, agama, dan sebagainya, sedangkan pidana mempunyai istilah khusus yang
dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sebagai suatu gambaran tentang pengertian tindak pidana, dapat dikemukakan
beberapa pandangan atau definisi para sarjana sebagai berikut :

1. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu.

> Andi Muhammad Sofyan dan NurAzizah.. Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena, hal: 2016
hal:63

* Adami Chazawi.. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,hal 67
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2. Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut

3. Tindak pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana itu
mengandung suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada pembuat
kejahatan yang dilakukan oleh negara pada seseorang atau penguasa.Wujud-wujud
penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara
rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan
bagaimana cara menjalankannya.

2. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis
pidana dalam Pasal 10.Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan
terdiri dari tiga jenis pidana.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu pidana
pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat
pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, terdiri atas:

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda
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b. Pidana Tambahan, terdiri atas:
1) Pencabutan beberapa hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan Hakim
Berbeda halnya dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada
anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 69
sampai dengan Pasal 83, yang merumuskan:
a. Pidana Pokok, terdiri atas:
1) Pidana peringatan
Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan
kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa
peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.
2) Pidana bersyarat
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara
yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai
pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama
menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan
kebebasan anak.
a) Pembinaan di Luar Lembaga
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga,
lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:
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- Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh
pejabat pembina.
- Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina
dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa
pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa
pembinaan yang belum dilaksanakan.
b) Pelayanan masyarakat
Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga
pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan
masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu
di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Pidana
pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk
mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan
kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau
sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa
alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim
pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau
sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana
pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan
paling lama 120 jam.

¢) Pengawasan
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Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak,
yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan
yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan
yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan
paling lama 2 tahun.Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak
ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh
Pembimbing Kemsayarakatan.

Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan
pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan
pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang
dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana
pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3

bulan dan paling lama 1 tahun.

. Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja
atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau
swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan
dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini
pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling
lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang

telah menjalani %2 dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak
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kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat.

Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak
pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam
Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan
dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana
penjara yang diancamkan orang dewasa.Yang dimaksudkan dengan
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum
ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
Undang-Undang lainnya. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam
KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila perbuatan
anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana
penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak paling lama Y% dari maksimum pidana bagi orang dewasa.
Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.Apabila anak
sudah menjalani %2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan
baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara
dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga
menganut asas ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara
terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang ini
menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
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seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama
10 tahun.

b. pidana tambahan, terdiri dari :

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah
mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang
diperoleh dari kepentingan negara.Sebagai contohnya, seorang anak mencuri
sebuah laptop, laptop tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli
handphone baru, maka barang yang dapat dirampas adalah handphone yang dibeli
oleh pelaku tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat
Yang dimaksud kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi
berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat
anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

c. Tindakan
Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan.Pidana
tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk
tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan
terhadap anak dapat berupa:

1) Pengembalian kepada orang tua / wali.
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2) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang adalah
penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan
bertanggungjawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.

3) Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada
waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

4) Perawatan di LPKS.

5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
oleh pemerintah atau badan swasta.

6) Pencabutan surat izin mengemudi.

7) Perbaikan akibat tindak pidana.Yang dimaksud disini misalnya memperbaiki
kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan

sesuai dengan sebelum terjadi tindak pidana.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya,
maka yang dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu
seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.
Menurut Adami Chazawi setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang tergantung di dalam hatinya. Sementara unsur Objektif adalah unsur-unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
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Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);

2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di
dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut
Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan dari
si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Moeljatno®’ , unsur-unsur objektif dari suatu
tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelicjkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di
dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan
sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi

ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling

' Moeljatno Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta,Rineke Cipta, 2009, hal:73
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meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

a. Perbuatan mengambil

b. Objeknya suatu benda

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut
sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat
dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.™®

Unsur perbuataun yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian
adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku
positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja
yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan
pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa
dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Sebagaimana banyak
tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan

syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil

'® Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2013, hal 5

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan
benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat
dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa
benda tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak. Mengenai
pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorrend
goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah
terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Jenis-jenis pencurian kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di
Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan
atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) Perumusan pencurian biasa diatur dalam

Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : ”Barangsiapa mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam
puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian
(biasa) adalah sebagai berikut:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

a) Mengambil;

b) Suatu barang;

¢) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

a) Dengan maksud;

b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
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c¢) Secara melawan hukum.
Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) Istilah "pencurian dengan
pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang
dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,
sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih
berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan
tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan caracara tertentu dan dalam
keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-
unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan
membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsurunsur
tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:
1)  Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
Ke-1 Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi
atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal
363 ayat (1) ke-2 KUHP);
Ke-3 Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu
tidak diketahui atau tidak dikehendaki
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHP);
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Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan
tahun.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) Pencurian ringan adalah pencurian yang
memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang
karena ditambah dengan wunsurunsur lain (yang meringankan), ancaman
pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal
364 KUHP yang menyatakan: ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan
pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5,
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah,
dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau
denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan rumusan pada Pasal 364
KUHP di atas, maka unsur- unsur dalam pencurian ringan adalah:

1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);

2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama
(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat,
dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;

4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumabh;

5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
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6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima
rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah

”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan

Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api
atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
seragam palsu;

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan
pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih
dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila
seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain)
pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal
367 ayat (1) KUHP apabila suami — istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan
yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta
kekayannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh
mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian
yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada
orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai
pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun
tidak ada pengaduan.
6. Pencurian Kendaraan Bermotor

Masalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan
yang selalu menimbulkan gangguan kepada masyarakat. Kejahatan pencurian
kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang
melanggar hukum yang berterkaitan dalam tindak pidana pencurian dalam KUHP
. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian
kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu
barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara
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melawan hukum. Berikut ini pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan
pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam
pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365
KUHP dan Tindak pidana penadahan yang di atur dalam pasal 480 KUHP.
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik
untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya
kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat
untuk menggerakan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda,
digerkakan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan
bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan
biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1
angka 7 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan itu, yang dimaksudkan dengan pperalatan
teknik dapat berupa motor atau perlatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah
terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian
kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang

dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.
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